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TENTANG

STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGANKOMERING ILIR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017, dipandang perlu ditetapkan Standar Biaya
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun Anggaran 2017;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.Undang-Undang



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Anggota
DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan..



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016
Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG
STANDAR BIAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN

ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

(1) Rencana kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD,

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program/non program dan kegiatan/non

kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

(2) Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa
harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya
komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2016

Pasal 2

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi; atau

b. estimasi

Pasal 3...
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Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat

Daerah ( SKPD ) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam

RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.

(2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang

besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD

Tahun Anggaran 2017.

(3) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai batas
tertinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a merupakan besaran

biaya yang tidak dapat dilampaui.

(4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai estimasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b merupakan besaran biaya

yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar & ketersediaan
alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi,

efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai
estimasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(3) Pengaturan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan/ anggota DPRD, PNS & Pegawai tidak tetap dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih lanjut di jelaskan dalam

Peraturan Bupati tersendiri.

(4) Standar Biaya Masukan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a telah
termasuk pajak & pungutan lainnya.

(5) Standar...



(5) Standar Biaya Masukan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun Anggaran 2017 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ilir.

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2-# pa-sa^bx- 2016

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal -^ C^tmber 2016

KOMERING ILIR,

BUPATEN OGAN KOMERING ILIR

V* Ko^>'

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR: 1(8

noDv.n t ^a\ ni«w <nt Standar Biava Kab. Oean Komering Ilir.Tahun 2017




